
 

 

 

 

WALI KOTA BANJARBARU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU 

NOMOR     46    TAHUN 2022 
 

TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

WALI KOTA BANJARBARU, 
 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 
Daerah; 

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3822); 

 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggarann Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  6409); 

 

 

 

 

 

3. Undang-Undang... 

SALINAN 



 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6736); 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
6736); 

 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 6757); 

 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 6757); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

10. Peraturan Pemerintah... 



 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6279); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 

 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 

 

 

20. Peraturan Daerah... 



 20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
2016 Nomor 10); 

 21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota 
Banjarbaru. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota  Banjarbaru. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
barang/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya di singkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

10. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih 
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan 
keuangan. 

 

 

 

11. Entitas... 



11. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

12. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau menurunkan Ekuitas, 
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya 
kewajiban. 

13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat 
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya. 

14. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. 

15. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang 
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 
seharusnya. 

16. Penyesuaian adalah Transaksi Penyesuaian pada akhir periode untuk 
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang 
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum 
dicatat pada Transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 

17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengenai asset, utang, 
ekuitas/modal pada tanggal tertentu.    

18. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disebut BAS adalah daftar 
kodefisikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara 
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. 

19. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintahan. 

20. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan serta penginterprestasian atas hasilnya.  

21. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah 
prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan kebijakan 
akuntansi pemerintah daerah yang merupakan rujukan penting bagi 
penyusunan laporan keuangan dan pemeriksa dalam mencari pemecahan 
atas sesuatu masalah yang diatur secara jelas dalam kebijakan akuntansi. 

22. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang 
dipilih pemerintah daerah sebagai dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun 
antar entitas.  

23. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SAPD 
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan 
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah 
daerah. 

 

 

24. Laporan... 



24. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal  2 

(1) Maksud disusunnya SAPD adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah 
Daerah  dalam rangka Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. 

(2) Tujuan disusunnya SAPD adalah untuk mewujudkan fungsi Akuntansi 
sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di Daerah. 

BAB III 

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 3 

(1) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah 

Daerah dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan, wajib 

berpedoman pada SAPD. 

(2) SAPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini. 

Pasal 4 

(1) SAPD terdiri dari: 

a. ketentuan umum Akuntansi; 
b. sistem akuntansi SKPKD/PPKD; 

1. pencatatan anggaran pada SKPKD; 
2. Akuntansi pendapatan SKPKD; 
3. Akuntansi Belanja dan Beban SKPKD; 
4. Akuntansi Aset SKPKD; 
5. Akuntansi kewajiban SKPKD; 
6. Akuntansi pembiayaan SKPKD; 
7. jurnal koreksi dan penyesuaian SKPKD; 
8. jurnal, buku besar dan neraca saldo SKPKD; 
9. penyusunan laporan keuangan SKPKD; 
10. penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Kota. 

c. Sistem Akuntansi SKPD; 
1. pencatatan anggaran pada SKPD; 
2. Akuntansi Ppndapatan SKPD; 
3. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD; 
4. Akuntansi Aset SKPD; 
5. Akuntansi kewajiban SKPD; 
6. Akuntansi ekuitas SKPD; 
7. jurnal koreksi dan penyesuaian SKPD; 
8. jurnal, buku besar dan neraca saldo SKPD; 
9. penyusunan laporan keuangan SKPD. 

d. BAS. 

 

 

(2) Ruang lingkup... 



(2) Ruang lingkup SAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 
11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru 
(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 
2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru (Berita 
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 

 

Ditetapkan di Banjarbaru 

pada tanggal 16 Desember 2022 

WALI KOTA BANJARBARU, 

 TTD 

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN 

 

Diundangkan di Banjarbaru 

pada tanggal 16 Desember 2022 

SEKRETARIS DAERAH, 

TTD 

SAID ABDULLAH 

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR  46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


